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masyarakat

Dalam suatu masyarakat setiap anggota masyarakat mempunyaz
kepen‘imgan tersendm Adayang sama dan ada pula yang berbeda satu sama
lain. Keduamacam kepentingan tersebut menjadi sebab lahirmya sengketa.

Untuk mengatur berbagal kepentingan. dalam masyarakat dan menyelesaikan,
ssngketa secaratertib, masyarakat membentuk aturan-aturan yang diberlakukan

dalam kehidupan mereka. Hukum sebaga:mana dikemukakanoleh E. Y. Kanter,
S.H. (Btika Profesi Hukum, 2001 :82) pada tmumnya dipahami sebagai “suam
sistem norma atan kumpulan peraturan yang mengaiur kehidupan bersama dalam
masyarakat, yaitu keseluruban peraturan tentang tingkah laku yang berlalon dalam
kehidupan bersama dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu
sanksi”. Proses hukum secara garis besar dapat dipandang sebagai penyelarasan
berbagai kepentingan dalam masyarakat dan basilitya adalah keadilan atau
hukum vang adil. Hukum vang baik yaitu hukum yang adil dan benar, memiliki
keabsahan dan mengikat, mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk dijalankan
untuk mewujudkan rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum yang menjadi
tujuan hukum it sendiri. Fasil dari proses hukum tersebut kemudian menjadi
masukan bagi proses hukum berikutnya, demikian seterusnya sistem hukum
tersebu bergerak menjalankan fimgsinya.

FUNGSIINTEGRATIFHUK

Menurut Parsons (Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan
Publik, 1994 : 95) fingsi utama suatu sistem hukum itu bersifat integratifartinya
uniuk mengurangi unsur-imsur konflik yang potensial dalam masyarakat dan

uniuk melicinkan proses pergaulen sosial. Dengan mentaati sistern hukum maka
sistem interaksi sosial akan berfingsi dengan baik, tanpa kemungkinan berubah
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e menjadz konﬂﬁcterbLﬂca atau terselubung yang kronis. Agar sistem hukum dapat
-~ menjalankan fungsi integratifnya secara efeltif, menurut Parsons, terdapat 4
. masalahyang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitn :

- Legﬁzma& yangakanmeryadl landasanbagx pentaatan ahxm—aﬁuan

- Interpretasi, yang akan menyangkut masalah penetapan hak dankewa_]lban
-+ subyek, melalui proses penetapan aturan tertentu; . :

- ~. . ‘Sanksi, yang menegaskan sanksi apakah yang akan timbul apabﬂa ada
Uiy pentaatandansankm apayangakannmbul apabilaada pengskatanterhadap_
. aan, serta sekaligus menegaskan siapakah yang akan menerapkan sankst; .
R __f_'___Ymsdaksx yang menetapkan garis-garis kewenangan yang berkuasa
.. menegakkan norma-norma hukum; g

Dilihat dari perspektif Parsons tampaknya efeltifitas fungsi mtegrauf szstem
hukum di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang serius baik dmnj au
danaspek legitimasi, interpretasi, sanksi maupun yurisdiksi. NS

- Dari aspek legitimasi, sampai sekarang ini lembaga eksekutif, ieglslatif
danyudﬁcauf masih mengalami krisis legitimasi. Walaupun semestinya lembaga
eksekutif dan legislatif yang dibentuk berdasarkan proses Pemilihan Umum
yang demokratis pada tahun 2004 ini diharapkan mampu mendongkrak
legitimasi kedua lembaga tersebut, namun dalam kenyataannya lembaga
eksekutif dan legislatif yang dipilih secara demokratis tidak serta meria
mengangkat legitimasi kedua lembaga tersebut. Rakyat masih menunggu bulkdi-
bukii kinerja lembaga ekseluiif dan legislatif dalam prakick. Tingkat legitimasi
terhadap lembaga eksekutif dan legislatif sangat tergantung dari kemampuan
kedua lembaga tersebut dalam memenuhi aspirasi rakyat dan menjawab secara
nyata berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa kita agar segera keluar
dari krisis menuju kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sedangkan
lembaga yudikatif yang menempati posisi sentral dalam penegakkan hukum
mengalami proses penurunan kewibawaan, karena putusan-putusannya jauh
dari rasa keadilan dan tidak terbebas dari prakiek apa yang disebut “mafia
peradilan”. Selain itu lembaga yudikatif mengalami tekanan-tekanan dari
kekuatan politik dan campur tangan dari kekuasaan lain. Sementara itu
kemandirian lembaga peradilan sedang dalam proses pertumbuhan dengan
berbagai kendalanya dibidang sumber daya manusia maupun sarana
pendukungnya.

Dari aspek interpretasi perlu dilakukan reorientasi agar hak-hak rakyat
sebagai subyek lebih dikedepankan, sehingga rakyat benar-benar menjadi
stakeholder yang berdaulat. Penghormatan terhadap hak-hak rakyat dalam
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Permasalahzm dan Keblja%{an Penegakan Hukum . ..'::

B nega_ra demohans bukan saga dnnaknal da.la,m pm&ves p@htlk penye}enggaraan . - =

T ..j-_-Pemﬂlhan Umm tetapl jaga hak~haie: sosual ekonoml dan iam-lam yang: |

- '-iembaga yang berkempﬁtﬁﬂ mﬁﬁmp}@ﬂ Sﬁnksh SlkaP kﬂi‘ﬁiﬁens tegas adildan
s .mdgk pandang bl . Selama ini's: sankm bempa hukuman ieaﬁabanyak di}at‘imkan_ or

B kakap seakan—akaﬂ tak_.tersaﬁtuh oleh sanksx 3{arena punya relasz sma—sma'_ |

pengaruh dan danayang melimpah untuk “mengatur”? kasus yangmereka hadapi. -
Berbagax caradapat mereka Jakukan untukmeloloskan diri dan { jeratan hukman,
sehingg gga. keadﬂan yang sehamsnya berlaku buat setiap orang tak pandang bulu
berkurang “naknany& Begﬁ:u pula p@mbeﬁan reward, penghargaan seakan-akan
menjadi mﬁi.korang-@rang yang memiliki status tertentu, ketimbang kepada mercka
ymagtakpunyasé:amsmngg m@}qptmbapmstam sacamnyaiaunmkhngkmgamya &
Dan aspek yunsdkksa senng—senng batas kswenanuan berbagaa Eembaga
hdak terlalu jelas atau bahkan berfumpang tindih, Keadaan ini dipsrparah lagi
dengan beﬂ;{emba.agnya egoisme seltoral dan lemahnya koordinasi, sehingga
tidak jarang suatu masaleh mondar mandir dilontar dari lembaga yang satu
kepada yang lain, tanpa ada kepasﬁan penyelesaiannya. - - .

RELASISISTEM HUKUM DANSISTIV POLITIX

Penyelesalan masdahtezsekut& atas secarabaik mempai@n syarat penting
mmxkteﬂaksananya pemgakanhum Peiaksemaan Pemilihan Umum yang begjalan
tertib, aman, dan damai merupakan bagian periting bagi proses menyjudemokrasi
yang tharapkan memperkokoh legitimasi politik lembaga-lembaga negara.
Selanjutnya ditempatkannya pelaksanaan hukun dan hak asasi manusia sebagai
salah satu prioritas dalam program Kabinet Indonesia Bersatn memmjukkan adanya
political will dan komitmen pemerintah untuk lebih serius melalaukan perubahian
kebijakan dalam pembentukan hukum (Jaw maling policy), penegakan hulaum
{law enforcement policy) dan pembangunan budaya hulaum (legal cultur).

Kebijakan pembentukan hukum diarahkan untuk membentuk substansi
hukum yang responsif dan mampu menjadi sarana pembabaruan dan
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o p@mbang%man yang m@nﬂabm pada kepenﬁnwm naszenai dengan mexm_}udkan
~ketertiban, Lgﬁimasz dan keadilan. Sedangkan dalam pene gakam hukum
kepastian dan pﬁzimdungaﬂ loum serta hak 25asi manysia men;] adz sasaran
wtarna melalui upaya penegakan hukum yang di d_laksamkan secara tegas, Eagas :

. konsgkuen, dan konsisten dengan renghormati prinsip egzmhz‘y beforethe

low, o Z‘l@i’ijﬁﬁj&ﬂg tinggl hak asasi manusia serta nilai i keadilan dan kﬂb@namn
.}’dﬁg m@ﬁ% ‘@f“‘ﬁﬁﬁ éfm Wész Qf«g@’i’ BT ORI :

“ Dalam Kabinet End;megza E@N&ﬁi ﬂ.mg ik émuszi{km éai am
g :?«cim_mmz M@:Jﬁ%ﬁ ié@@“d_mam Potiiik, Hularm dan Keamanan: Hal tersebut
Hempt myazaz@g«angp@mg %ammmuepﬁn venapakan hukom, Secara analisis
dapat dipahari bahwa sistem huikum dan sistern politik sangat exat Mwmya
demikian pula dmgan sxs&mkmmimiama yang bexkazi&ﬁ d&nﬁmmasﬂwh

kgiﬁmam mteipretasl sanksi, dan ylmsd.z}qs;

R@‘as;. antara }{etzga smtam tersebut dapat dwaﬁnharkan sebz.gal bﬂ";}mt
Badan legislatif dan badan @u_fﬁid&ﬂ sebagai representasi sistem politik daiam
sistem ketatane goraan kitamempunyai hubungan yang sangat erat dalam proses
legislatif, penyusiman budget dan pengawasan dalam rangka menciptakan check
and balance, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
menentukan bahwa “setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh DPR dan
Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.” Input primer yang
dirnzasukkan oleh sistem politik ke dalar sistem hulaum berupa Undang-undang
vang merapakan dislripsi umum abstrak, akan direalisasikan secara konkrit
oleh penegak hultum menjadi Law in action. “Keselarasan antara nilai yvang
terkandung dalam Undang-undang (Zaw ir book) dengan law in action
menjadi syarat penting nnfuk tegaknya keamanan dan sebaliknya. Keamanan
vang stabil dan terkendali mendukung bekerjanya sistem hukum dan sistem
politik. Diskripsi nilai atav cita-cita hukum yang terkandung dalam Undang-
undang akan dirasaken secara nyata memberikan keadilan apabila ditegakkan,
Satjipto Rahardjo (Masalah Penegalan Huloum Suatu Tinjauan Sosiologi) antara
Zain menyatakan “Hulaam tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak
mampuuntuk mewnjudkan sendid janjiJanii serta kehendaknya yang tercantum
dalam peraturan-peraturan hukum ita”,

Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan. Denpan kata
lain hukum tidak mampu menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegaklkan.

Lebih lanput Satjipto Raharjo (idem : 15) mengemukakan bahwa “apabila
kita berbicara mengenal penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita
berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene
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s suatu usaha unmk mewu_}udkan 1de’“ de tersebui men_;adx kenya’saan

Parmasalahan dzm Kebx_;akan Penegakan Hu%‘um E K o

7 akleh abstiakita Dmusk&nb@camlﬂm makazme"akaﬂhmmw?m -

L (yudlkahf)menempah pOSlSI
S sentrai daiammenegak}mhukm dalammereahsasxkamde-zdesyangtemmng;-'.-_--

cbagai produk da;_n sistem politik. Badan yudikatif .
konksitkepadal kaidah hukum. Ditangan badan

S .'f.-yud.katiﬂah hulmm yang-ibennnkan keadilan dan keb;naraﬂ'menj adisssuatu
. yengnyata, smenjadirealitas kehidupan. Tug:as yang diembar olehbadan pemdﬂan o

o - berada dalam bentangan: antara kompleks nilai yangmendasati suatu Undang-
o 'undang (a‘mran hulmm) dan kesadaran miaz«mlan konhit daiam masyarakat .

Olek karena itu kekuasaan 'kehaklman yang ‘merdeka untuk. b

menyelung garakan peradﬁan guna menega}d{aﬁ hukum dan keadilan seperti
dmmamtkan ?asal 24 ayat (D Undang-Undang Dasar Negara RITahun 1945
mempakan pnns1p yang ‘harus dztegakkan dalam negara Indonesia yang
berdasarkan atas hukum, Iainmya Undang—Undang Nomor4 Tehun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganh Undang~Undang Nomor 14 Tahm
1970 dﬂlalapkan m@n}adl landasan yuridis yang lebih mantap) unnﬂ{ mewujudkan
kekuasaan kebalaﬂmnyangmerdeka dalam mkekuasaankebakzmanyang bebas
dari segala campur tangan pihak kekuasaan eksﬁayudmal kecuali dalam hal-hal
sebagasmana dzsebu‘t daiam Undang-Undang Dagar Ne gara . RITahun 1945.

?embmaan Badambadaa peradilan urnilim, agama, militer, dantata usaha
n@ga_ra dibawah sati atap Mahkamah Agung antara lain dimaksudkan untuk
memperkokoh kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka
tersebut, kehadiran Komisi Yudisial yang bersifat mandir: sebagaimana
diamanatkan Pasal 248 Undang-Undang Dasar Negara RITahun 1945 sangat
mendesak. Kehadiran Komisi Yudisial yang diberi wewenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, kelulran martabat, serta perilaku para
hakim akan menjadi fakior penyeimbang dan mengawal kebebasan hakim
sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman.

ISUYANGMENONJOL

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana,
bukan saja karena kompleksitas sistern hulkum itu sendird, tetapi juga rumitnya
jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi,
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U é an budaya masyarakat Pada kesempatan int akan &1ke‘iengahkan bsbei‘apa

-+ isuyang culap menonjol dalam penegakan huloum terutama yang %:rerkaltan

- d&:ﬂgan substansi: ukwn_ struktur (keiembagaaﬂ) hukm‘n budayuhulcmn
sa:pokokyaﬁg;bérkaita@ dengansubstansihukum -

- Masih terdapat aturan-aturan hukum yang sudah tidak cecok dengan

'-perkembangaa ketatanegaraandankepenﬂngan hulum masyarakat -

:-_kepentmgan yang terkait, kawna dinilai tidak aspimhf _
--"Pemmusanketenhmnhukmnudak _gelas, muli tafssx, T

- '_ j P@m‘mran pelaksanaan Undang»Undang tidak sagem dﬁerbzi:kan atan
o 'terdapat jarak wakin yang cukup lama antara berlakunya Undang~
_ undang g dengan penerbﬁam peraturan pelaksanaannya;
R Tetap dlbeﬁakukamlya peraturan pelaksanaan Undang- uac,ang yanﬁ
. telahdiubah/diganti melalui ketentuan Peraturan Peralihan yang
. umumnya berbunyi se‘bagaa berikut:
" “Pada saat mulai beﬁakunya Undang-Undang ini, seinua pera‘uran
- pelaksanaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan
' ban berdasarkan Undang-Undang ini belum dikelvarkan dan sepanjang
- perafiran it tidak bertentangan dengan Undang-indang in”.
~ -+ Dikabulkannya permohonan pengujian Undang-undang tanpa
“memperhatikan dampak yuridis yang timbul sebagai akibat
dinyatakannya materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-
undang tidak mempunyai kekuatan hvkum mengikat.
2. Isu p@kok yang berkaitan dengan struktur (kelembagaan) hukum
.- - Menwunnya kepercayaan terhadap aparat penegak hulaim; -
- - Lembaga penegak hukum sedang bergulat untuk menyesuaikan diri
- dengan hnbtan reformasi; '
- Independensi badan peradilan sebagai benteng teralkhir bagi p%ncan
keadilan belum terwujud;
- Kewenangan diskriesoner vang dimiliki oleh lembaga-lembaga hukum
tanpa kontrol, schingga sering disalahgunakan;
- Yurisdiksi lembaga-lembaga hukum terientu berhumnpang tindih;
- Manajemen penanganan kasus-kasus hukum belum efelgif dan efisten
serta tidak transparan dan akuntabel;
- Lemahnya koordinasi, karena kuatmya egoisme sekioral;
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I Permasalahan dan Kebx;akan Penegakan Hukum i

Aparat penegak hukum kurang profeswnal dan rendah mtegntasnya -
-~ dalam mengemban tugas pokok : s
- Dana, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas serta
' kesejahteman aparat penegak hukum belum memadal '

"3'_.:'%’:':'-Isupokokyang berkaitan dengan budayahukum 2 R g
5 .Lemahnyaketeladamn danpampemmpmdandankalangan—kalangan -
. aparat penegak hukum untuk mematuhi hulum; =20
 Tingkat kesadaranhukmnmasyarakatmasﬁlrendah SRR
Sistem internatisasi dan sosialisasi nilai-nilai hukum ke fengah-tengah.
belumn dilaksanakan sé:cara sxstematis danmtegrataf sehagai
S suam gemkankemasyarakatan; Vil '
- ‘Adanyasikap permisif; mentolerir berbagaz pelanggamn hukum
2t Perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia memadi salah satu
i 'arusutama nmtutan masyarakat yang periu d:respon secara serius.

Salah satu esensi dari negara hukum jalah ditampilkannya peranan hukum
secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan, dan
kemasyarakatan menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Untuk itu
komponen-komponen pokok dari sistem hukum perlu diperkolcoh sebagai pilar-
pilar utama dalam penegakan hukum. Kebijakan menyeluruh mencakup
substansi hukum yang responsif sebagai perwujudan aspirasi rakyat untuk
mengatur berbagai aspek kehidupan yang berkembang dinamis, struktur
(kelembagaan) hukum yang berwibawa dan memperoleh kepercayaan publik,
profesional, tanggap dan tangguh dalam mengemban tugasnya serta kesadaran
hukum masyarekat yang semakintinggi menuju tumbuhnya budaya hukum, perlu
dilakukan untuk memperkokoh pihak-pihak penegakan hukum.

 Dealam rangka semakin mendekatkan nilai-nilai yang terkandung dalam
hukum dengan realitas kehidupan hukum, maka perlu dilakukan serangkaian
kebijakan dengan prioritas sebagai berikut :

1. Dibidang substansi hukum
- Mengganti peraturan hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan
ketatanegaraan dan aspirasi rakyat;
- Badan pembentuk Undang-undang harus membuka diri terhadap
partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-undang dalam
rangka pembentukan hukum yang responsif;
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: '- :Daiam pembentukan substansa htﬁcmn agar dlp@nuhl asas-asas formal
maupunaienial;
- Perludilakukani mventansasz Undang—mdang yang ‘nelum dlﬁam dc-mgan
: _peramran peiaksanaan i

Peraturan peﬁaksmman Undang—undang d:persxapkan cian dlietapkan

o : segera sete}.ah Undangnundang berlal, agar semangat dan Jiwanya
‘mengalir sampai kepada peraturan pelaksanaan;
. Peraturan pelaksanaan suatu Undang-undang yang dibeﬂakukan
e berdasarkan ketentuan perahhan Undang-undang segera dlgzmtl '
;ng{am Legisiam Nasional diprioritaskan untuk melaksanakan amanst
-+ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ,mengganti Undang-
. undang yang sudah ketinggalan jaman, menbentuk Undang—undang

N bam unmk mendu}ﬂmg pembangunan ekonorni dan politik demokraiis
. dan memerangi kejahatan transnasional atan kejahatan luar biasa;

‘Melakarkan kajian yuridis terhadap dampak putusan lembaga yudikatif

yang mengabulkan permohonen judicial review dan melaloukan tindak
Ean_}ut umiuk menyelesalkan pezmaﬁahan yuridis yang ?m:nbul

- D1 bidang Smkar @{elembagaan) hukum

. Mengembalikan kepercayaan rakyat kepada aparat pene gak hukum
_melalui peningkatan kinerja, sikap tegas, konsisten dan bebas dari

- prakiek KKN dalam penegakan hukum; L

Melakukan revitalisasi dan reposisi kelembagaan serta perubahén
budaya kerja;

Menjamin badan peradilan b@‘bas dari penganih dan campur tangan
badan-badan lain dan menjamin kebebasannya untuk memeriksa dan
memutis perkara serta menata pembinaan badan peradilan di bawak
satuatap Mahkamah Agung;

Melakukan pengawasan pelakisanaan kewenangan diskresioner yang

- dimiliki lembaga-lembaga hukum serfa menetapkan pelaporan berkala

kepada publik tentang pelaksanasn kewenangan tersebut;
Mempertegas batas-batas yurisdiksi lembaga-lerbaga hukum dengan
menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
Memperbaiki manajemen penanganan kasus hubnim agar transparan,
akuntabel dalam rangka melaksanakan prinsip penanganan kasus yang
cepat, sederhana, akurat dan adil dengan biaya yang wajar;
Memantapkan koordinasi pada tataran kebijakan dan pada
pelaksanaannya di lapangan,;

Meningkatkan profesionalisme dan integritas penegak ikum melalui




Pemasalahan dan Kebljakan Penegakan Hukum'

S "pendldxkandanpeiatzhansertapenega!dmchswlmdankadeeuk
e Mendayagunakaniembagapenyeiesalan sengketa alternatifs
- suie o Menyediakan dana, sarana dan prasarana; yang 1Bbih m@madal unmk :
S 'peiaksanaanmgaspenegakkanhu}mm S : S
L :.ﬁ--Munmgkatkan kese}ahteman aparat penegak hukum o

3 Dl bzdang budayahukmn :

e ;__-;Parapemmpm dan ehtpdhﬂkpadaimgkatnasmnal mauplm lokal -

e .'agarmembweﬂl{anieiadandaiammemaﬂﬂnhm G
" - Menyempurnakan sistem internalisasi dan sosialisasi niiai—nilai hukum :
o kepada. masyarakat baik yang. ‘berkenaan dengan metodoiogl :
.. substansi.dan target khaiayak yang ingin dzjangkau agar lebih
5 partisipatif dan sesuai dengan tun‘tu‘ian perkembangan keadaan dan
Ji+ . aspirasimasyarakat; o
- Masyaraka;tagarhdakmentolenrpelanggmn—peianggmhmdan
.+ turutmemberikan sanksi moral kepada para pelakunya.

Melalui serangkaian kebijakan tersebui di atas dibarapkan penegakkan
hukum akan semakin efekif dengan demikian hukum dapat melaksanakan
fingsi-fingsi sebagai berikut ; _

- Memberikan pedoman bagi anggata masyarakat untuk berperilaku tertib
. -clalam pergauian kehidupan bermasyarakat dan bernegare;
- Socidl control dalam arti mendidik dan mengajak warga masyarakat agar
 memathi hukaum; _ _
- Penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga hukum;
- Social enginsaring dalam arti mengadakan perubahan-perubahan didalam
masyarakat.

Tegaknya hulkum akan mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan
dalam masyarakat dan kondisi keamanan yang mantap mendukung upaya-
upaya penegakan hukum, Realisasi nilai keadilan dan kebenaran melalui
penegakan hukum vang lugas, tegas dan tidak pandang bulu serta bebas dari
prakiek-prakiek KN akan memulihican kepercayaan rakyat terhadap sistem
bukum, Dengan demikian seperti dikemukan oleh Bambang Sunggono, SH,
MS (opeit, 106) hukum antara lain akan dapat menjadi “sarana untuk
menjamin agar anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya secara
terorganisasi” o
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